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apa ada provinsi? Pengawasan
phngunaan PHRsiapayangmen-
ga,vasi?j' imbuhqa bertanya"

Sugawa juga menyoal bannran
tersebut berbentuk hibah atau
bantuan lain. Bila berbentuk hi-
bah, maka hanya bisa diberikan
saru kali. Dewan mengaku tidak
mempermasalahkan pemberian
PFIR Badung secara langsung.
Tapi, pemberian tersebut harus
memiliki dasar kuat. Salah sat-
unya mengubah perda terlebih
dahulu. (san/dot)
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SoalPemba$anPHR

Langsung ke Kabupaten

DENPASAR- DPRD Bali mem-
pertegas sikap menolak kebijakan
Pemkab Badung membagikan
penyisihan Pajak Hotel Dan Resto-
ran (P[IR) secara lang$mg kepada
enam kabupaten. Wakil Ketua
DPRD Bali, lrlroman Sugar aKorry
menilai kebijakan tersebut san-
gat berbahaya Menunrt Sugawa
pembagian secara langsung PHR
Rp 3m miliarlebih inr berpotensi
jadi temuan Badan Pemeriksa
IGuangan (BPK). Pasalrya dasar

PFIR Badmg kepada
enam kabupaten adalah Perda
Provinsi Bali tahun 2017. Semen-
ara saat ini perda tersebut belum
direvisi. Sebelum perda direvisi
maka pembagian PFIR Badung se-

caralangsungpautdipenarryakan
"Sepanjang Perda belum diubatu
kami berpandangan PHR harus

dibagi melaluipninst Kalau tidak
pa*i akan jadi temuan BPK. Sqa
yakin Badung akan dapat opini
fldakwajad' ujar Suga,va ditemui di
DPRD Bali, kemarin (30/3).

Politisi senior asal Buleleng itu
menegaskan, sekalipun Guber-
nur Pastika sudah memberikan
sinyal setuju, tapihal itutidakbisa
dijadikan acuan. Gubemur dalam
mengambil keputusan, apalagi
berdasar perda, harus melibatJcan
legislatif. Selain berdasai perda,
pembagian PHR Badung irga
berdasar perianjian antar kahr-
paten dengan provinsi.

De{ an sendiri menunrt Sugaua
sampai saat ini belum mendapa-
tkan informasi pencabutan kerja
sama tersebut. "Gubemur tidak
bisa senrata mengiyakan begiu saja
t&rena ini dasamla perda hans
dibahasbersamadeunad' ftlcsrrtrd.

Suganaiuga menyindirAPBDbe-
sar Pemkab Badunglxang brsum-
ber dari PHR. Menurut Sugawa,

kemajuan pariwisata Badungtidak
terlepas dari kontribusi daerah
lain. Wsatawan yang menginap
dan tinggal di Badung sebagian
besarmenguniungidestinasidiluar
Badung. IGrena itu, lanjut Sugawa,

zudah semestinya konnibusi kabu-
paten lain dibagikan seuai halcrya.

Deumn berencana mengusulkan
revisi W No 2812009 tentang pa-.
jak dan renibusi daeratr- Sugawft
menilai undang-undang tersebut
tidak berkeadilan sosial. Sebab,
pemberian PIIRterkesanberdasar
belas kasihan. Bukan bendasar hak
dan kewajiban suanidaeralr. "Kre
padwisata di Bali iniharus dibagi
adil. Keberulan saja nris d+tang
barryrak menginap di3adung: Tapi,
mdali danbtangsampah di $abu-
paten laini sentil politisi Golldariu
dengan nada menggebu.

Disinggung Pemkab Badung
zudah mendap at lqal qinion atau
pendapat hulcrm dari lGiari Den-
pasag, sugnnra menyebutpendapat

))
Kenapa pembdntah

ppvinsiitu ada? lGrena
uhtuk mengawasidan

pemerintah kabupaten/
kota. lGlau sekarang PHR
dibagikan ldngsung, untuk

apa ada provinsi?,"
Nyoman Sugawa Korry
Wokil Ketuo DPRD Bqli

kejaksaan harus diperjelas. Bisa
saja kejalaaan memberi pendapat
karern tidakmendapatpenjelasan
unrh dari Bupati Badung I l.Jpman
Giri Prasta. Bupati Badung tidak
menjelaskan secara detail latar
belakang serta filosofi pembagian
PFIR melalui provirni. "Kenapa pe-
merintah provirsi itu ada? Karena
unnrkmengawasi dan pemerinah
kabupaten/kota. Kalau sekarang
PHR dibagikan langsung untuk
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MAI.IGKRAK Pr,oyek @R Nrsa Penkla yang dibangun

dengan nilai Rp 2 miliar tebih dibia*an mangkrak

pemeriksaan dan audit dana dari pusat dan
provinsii' jelasnya.

Anehnya dari hasil pengkajian ulang tersebut, dia
tetap mengaku kejari kesulitan membuktikan adan-
ya unsur kerugian negara dalam pembangunan
GOR yang mangkak tersebut di persidangan. Oleh
karena itu, kejari alfiimya menerbi&an SP3 kasus
tersebut. "Karena berat dan sulit kami buktikan,
kasus ini kami hentikan bulan Maret ini. Kasus ini
sudah lama, agar tidak jadi tunggakan ada kebi-
jakan dari pimpinan untuk zero hrnggakan. Dan,
SP3 sudah resmi dan sudah ditan.datangani bulan
Maret inij' tandasnya. (ayu/mus)

Penyidikan Dihentikan
SEMARAPURA - Kabar tak sedap berembus

di Bumi Serombotan. Dengan Oatitr minim
bukti, proyekpembangunan GOR Nusa penida
dihentikan penyidikannya oleh penyidik Kejari
ICungkung. Bahkan, surat perintah penghen-
tian Penyidikan (SP3) dari Kejari t<lungkune
resmi diterbitkan kemarin (30/3). Kepali
Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Nusa
Penida Gede punr g rqiarta mengatakah, untuk
membukikan adanya unsur kerugian negara,
penyidik setidaknya memeriksa sejumlah saksi
dan tim ahli dari Universitas Udavana.

Penyidik juga mengkaji trlang pembangunan
GOR Nusa Penida. Dari hasil kajian dikeiahui,
.lana pembangunan GOR Nusa penida diper-
oleh dari tiga sumber. Yaitu danaApBN melalui
Kementerian Pemuda dan Olah Raga di tahun
2009 sebesar Rp 1,5 miliar, APBD provinsi tahun
2010 sebesar Rp 65 juta, serta dana ApBD pem-
kab Klungkung tahun 2010 sebesar Rp 500juta.
Berdasar perhitungan akhif, ditemukan kerugian
negara dalam kasus ini senilai Rp 2,2 juta lebih.
"Inspektorat Klungkung juga telah melakukan
pemeriksaani'kata Gede tttu Sugiarta r 

,

_ ) Baca Minim... Hal3l

Panitia Kembalikan Dana ke Kas Daerah
r MINIM

Sambungan dari hal 21

Hasilnya, Inspektorat menemukan bahwa
pelaksanaan fisik GOR Nusa Penida tersebut ti-
dak sesuai proposal dan ditemukan kerugian Rp
195 juta. Atas temuan tersebut, panitia pemban-
gunan GOR Nusa Penida telah mengembalikan
temuan tersebut ke rekening kas umum Pemkab
Klungkung sebesar temuan Inspektorat. "Pada
pemeriksaan Inspektorat hanya memeriksa
sumber dana dari kabupaten karena Inspek-
torat tidak memiliki kewenangan melakukan

r 3l MOro1- 2'tt

.r. 1

#tir

l

I

,I

IffiL:I
tiffiffiffil

-
rl
-



Semringah

Diganjar Setahun
Gusti Made Patra Tak Dibebani

Bayar Kerugian Negara

DENPASAR - Gusti Made Patra, 53, terdak-

wa kasus korupsi perjalanan dinas (Perdin)

DPRD Kota Denpisar Tahun Anggaran (TA)

2013 terlihat semringah usai diganjar seta-

hun penjara oleh majelis hakim PengadiJan

Tipikor benpasar kemarin (30/3). Apalagt,

dendayang dijatuhkan mpjelis hakim n

) Baca Semringah... Hal 31

r SEMRINGAH

3embungan dari hal 21

pimpinan Sutrisno kelewat rin-
gan: Rp 50juta subsider I bulan.
Dalam amar putusannya, majelis
hakim menyatakan terdah,va ter-
bukti bersalah melakukan tindak
pidana korupsi dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau
orang lain, dan atau korporasi.

"Menyatakan terdakwa ter-
bukti melanggar dakwaan sub-
sider pasal 3 jo Pasal lB UU
RI No. 3l Tahun 1999 tentang
Tipikor sebagaimana yang telah
diubah dan ditambah dengan
UU RI No. 20 Tahun 2001 ten-
tangperubahan atas UU No.31
tahun 1999 tentang pemberan-
tasan tindak pidana korupsi jo
Pasal 64 ayat I KUHP, jo pasal 55
ayat I ke - I KUHPi' ujar hakim
Sutrisno. Karena itu, majelis
hakim membebaskan terdakwa
dari segala dakwaan primer.

Sebelum menjatuhkan putu-
san, majelis hakim menganggap
perbuatan terdalanra tidak men-
dukung program pemerintah
memberantas korupsi. perbuatan
terdakwa juga dianggap meru-
gikan keuangan negara. Semen-
tara dalam pertimbangan mer-

mirjelis hakim menilai
terdalcrva sopan selama di persi-
dangan, dan merupakan tr:lang
punggung keluarga. "Mengadili
dan menjatr*rkan pidana terha-
dap terdakwa Gusti Made Patra
dengan pidana penjara selama I
tahun dan denda Rp 50 juta, sub-
sider I bulan penjara. tqgqsnya.

Terkait kerugian negar4 hakim
menyatakan bahwa terdakwa
tidak dibebani untuk mengemba-
likan karena yang bersa4gkutan
telah menyerahkan uang peng-
ganti sebagai bagian pengem-
balian kerugian negara. Atas
putusan majelis haldr! baik IPU
mar.rpun lerdakwa yang did-

ampingi kuasa hulcrmnya Suroso
menyatakan pikit-piht

Dalam sidang sebelumnya, IPU
Dewa Arya tanang Raharja dkt
menuntut terda.kwa hukuman
pidana penjara selama setahun
dan enam bulan penjara dan
denda sebesar Rp 50 juta subsider
6 bulan penjara. Mengacu dari
hasil audit BPKP Perwahlan Bali,
Pana didakwa melakukan korupsi
yang merugikan keuangan negara
sebesar Rp 2.292.2ffi.170. Angka
tersebut diambil dari realisasi
pembayaran Rp 12.263.641.875,
pengeluaran yang sesuai ketentu-
an Rp 9.88 I .249.979, dan kerugian
keuangannegaraRp 2.45239f .S96.

f umlah tersebut dikurangi
pengembalian sesuai audit BPK
Rp 160. 123.726. Dalam dokumen
pelaksana anggaran (DpA) Sek-
retariat Dewan (Sekwan) Kota
Denpasar tahun 2013 pada pro-
gram peningkatan kapasitas lem-
baga DPRD, terdapat anggaran
perjalanan dinas yang dimuat
dalam DIPA Sekwan dengan
rincian pembahasan rancangan
Perda Rp 4.321.200.000, dan kun-
jungan kerja untuk peningkatan
wawasan alat-alat kelengkapan
dewan Rp 6.329.550.000.

SEMRINGAH: Terdakwa Perdin DPRD Kota Gusti Made patra (berkumis)
semringah usai diputus ringan kemarin.
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Selanjutnya dalam APBD pe-
rubahan yang tercantum dalam
DPPA Sel$ran tanggal 23 Septem-
ber 2013, nilai anggaran kegiatan
tersebut berubah menjadi Rp
19. 177.205.000. Sebelum perdin
terlalaan4 diusulkan oleh komisi,
kemudian usulan komisi diba-
wa ke rapat pimpinan (rapim)
yang diikuti pimpinan komisi,
pimpinan badan, pimpinan frak-
si, dan pimpinan dewan. Setelah
agenda sesuai dalam rapim, baru
usulan perdin disahkan badan
musyawarah (bamus).

Setelah menetapkan jadw-
al, baru ditunjuk PPTK, yang
bertugas dalam pengelolaan
keuangan daerah. Antara lain
mengendalikan pelaksana ke-
giatan, melampirkan perkem-
bangan pelaksana kegiatan,
menyiapkan dokumen pelak-
sana kegiatan, dan dokumen
lain yang berkenaan dengan re-
alisasi pelaksana kegiatan, lalu
berkoordinasi dengan lembaga
yang dikunjungi. Terdakwa
kemudian berkoordinasi den-
gan Gede Wira Kusuma Wahy-
udi untuk mengoordinAsikan
dengan Sunda Duta Tour &
Travel dan Bali Daksina Wisata.
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Travel itu kemudian menga-
jukan paket per;alanan sesiai
d_aerah tujuan perdin DpRD
Kota. Denpasar. Selanjurnya
terdakw,a mempersiapkan suiat
perintah tugas dan surat perin_
tah perdin. Lalu, tdrdakwa mem_
buat. daftar penerimaan biaya
perdin yang kemudian diajukin
ke Bagian Keuangan Sekretaris
DPRD Kota Denpasar. Dalam
perdin, mereka dapat uanghari_
an (uang makan dan uang saku),
biaya Uansport pegawai, biava
penginapan, u an g repr"sentatif,
sewa kendaraarl dalam kota,
plus sopirdan BBM dibavarkan
secara lumpsum.

Pada tanggal 12 Februari 2013j
bendahara umum daerah me_
nerbitkan Sp2D untuk perdin
alat kelengkapan dewan sebe_
sar Rp 1.218.149.100. Dengan
rincian, mencari data mengenai
organisasi kemasyarakatan dan
lingkungan hidup, pelaksana
Komisi A dan B, tujuan DpRD
Serang d_engan jumlah angga-
ran Rp 199.586.200. Sementira
pelaksana Komisi C di DPRD
Kararvang Rp 202.317.500, men_
cari data tentang perusda dan
Tenaga Kerja. Kemudian Komisi
A dan B ke DpRD Kota Bogor
dengan anggaran Rp 212.564.600
untuk mencari data mengenai
organisasi kemasyarakatan dan
Iingkungan hidup.

Komisi C dan D ke DpRD
Bogor untuk mencari data ten-
tang Perusda dan Tenaga Kerja
dengan anggaran sebesar Rp
200.070.000. Komisi A dan B ke
DPRD Kota Cimahi, anggarann-
ya Rp I 99. f 54.000 rnencari infor-
masi mengenai kependudukan

. dan tata kota. Kornisi C dan D
ke DPRD Bandung anggarannya
Rp f99.456.800 urituk mencari
informasi perpajakan dan pen-
didikan. Jadi total keseluruhau'' Rp 1.218.149.100. (pralmus)


